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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Propan Raya 

I.C.C Tangerang dan BPJS Kesehatan Tangerang, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program jaminan 

kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan 

Raya I.C.C Tangerang antara lain: 

a. Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak baik 

dalam hal pelayanan obat dimana peserta diminta untuk membeli 

obat sendiri padahal ketersediaan obat menjadi tanggung jawab 

fasilitas kesehatan tingkat pertama dan merupakan hak peserta 

karena telah membayar iuran.  

b. Pelayanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang tidak 

baik dalam hal penyedian ruang rawat inap yang berakibat peserta 

tidak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan berupa layanan 

kamar inap. 

c. Adanya kendala sistem dari BPJS Kesehatan Tangerang yang 

berdampak pada berubahnya sistem administrasi peserta. Kendala 

ini mengakibatkan peserta akan ditolak ketika akan menggunakan 

layanan kesehatan karena data peserta baik data keuangan dan 
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kepesertaan berubah. BPJS Kesehatan tidak maksimal dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan 

baik fasilitas kesehatan tingkat pertama ( FKTP ) maupun fasilitas 

kesehatan rujukan tingkat lanjutan ( FKRTL ) yang disebabkan 

adanya kendala sistem dan sumberdaya manusia yang dimiliki 

BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Bab VII huruf A angka 4 

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan yaitu 

dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan 

bertanggung jawab dalam menangani keluhan. Penanganan keluhan 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Monitoring dan 

evaluasi ini perlu dilaksanakan semaksimal mungkin agar ada 

upaya perbaikan pelayanan program jaminan kesehatan sehingga 

tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan dapat tercapai sehingga dapat 

membantu upaya peningkatan kesejahteraan peserta khususnya 

pekerja PT Propan Raya I.C.C dalam hal jaminan kesehatan. 

d. Pemahaman dan kesadaran peserta yang kurang baik mengenai 

aturan program jaminan kesehatan. Pendaftaran pekerja kedalam 

BPJS Kesehatan bersifat wajib namun ada pekerja yang justru tidak 

mau didaftarkan kedalam BPJS Kesehatan. Pekerja yang akan 

melakukan pindah fasilitas kesehatan satu ke fasilitas kesehatan 
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lainnya harus setelah 3 ( tiga ) bulan masa terdaftar, namun ada 

pekerja yang langsung pindah ke fasilitas kesehatan tanpa 

menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 

Ketidakpahaman lain yang menjadi kendala yaitu pekerja yang 

akan menggunakan fasilitas rujukan tingkat lanjutan harus 

mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, 

namun ada pekerja yang langsung menggunakan fasilitas kesehatan 

rujukan tingkat lanjutan tanpa menggunakan rujukan dari fasilitas 

kesehtan tingkat pertama. 

2. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam 

mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi 

pekerjanya antara lain: 

a. PT Propan Raya I.C.C telah menjalankan kewajiban untuk 

mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Peyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara 

bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai 

peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang 

diikuti. Namun dalam pelaksanaan kewajiban pendaftaran pekerja 

PT Propan Raya I.C.C, ada pekerja yang justru tidak mau 

mendaftarkan dirinya dan keluarganya ke dalam BPJS Kesehatan. 

Pekerja PT Propan Raya I.C.C tersebut tidak memahami 

sepenuhnya mengenai aturan program jaminan kesehatan. Hal ini 



 

 

68 
 

   

dikarenakan sosialisasi yang kurang menyeluruh baik dari PT 

Propan Raya I.C.C dan BPJS Kesehatan. Selain itu pekerja PT 

Propan Raya I.C.C juga harus memahami sepenuhnya mengenai 

aturan karena ketidakpahaman aturan dapat menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pelayanan program jaminan sosial bagi pekerja 

tersebut. 

b. PT Propan Raya I.C.C Tangerang memberikan solusi administratif 

berupa pindah fasilitas kesehatan, namun pekerja tidak serta merta 

melakukan upaya pindah fasilitas kesehatan dan cenderung pasrah. 

c. PT Propan Raya I.C.C Tangerang menyampaikan keluhan pekerja 

kepada BPJS Kesehatan, namun pihak perusahaan juga tidak dapat 

memastikan kapan keluhan pekerja tersebut dapat di tindaklanjuti 

oleh BPJS Kesehatan Tangerang.  

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka diharapkan pemerintah 

melalui BPJS Kesehatan dapat lebih memaksimalkan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan secara 

menyeluruh, sehingga tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan sesuai dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu mewujudkan terselenggaranya 

pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi 

setiap peserta dan atau anggota keluarganya dapat terwujud. 
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